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MENTERIKESEHATAN 
REPUBLIK INDONESIA 

K.EPUTUSAN MENTER! KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 425/MENKES/SI</VI/2006 

TENTANG 

PEDOMAN KEBIJAKAN DASAR BALAI KESEHATAN MASYARAKAT 

Menimbang 

r ~ engingJt 

MENTER! KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, 

a. bahwa tujuan pe;nbangunan kesehatan adalah 
menlngkatnya kesadaran, kemauan dan kemampuan 
hidup sehat bagi setiap orang agar terwu'ud derajad 
kesehatan masyarak<'lt yang setinggi t i ngginy~' ; 

b. bahwa dalam rangki3 mengatasi masalah kesehatan 
masyarakat yang ditandai dengan insiden clan 
prevalensi tinggi mJupun prEvalensi rendah yang 
berdampak pada ke~akitan dan kematian tinggi perlu 
intervensi kcsehatan masyarakat dan intervensi rT'ledis 
dengan didukung sa;·ana pelayanan kesehatan strata 
dua secara komprehAnsif dan terkoordinasi; 

c. bahwa Balai l<eschalan Masyarakat (Balkesmas) 
adalah Unit PelaksCl nll Teknis yang mcnyelenggarukan 
upaya kesehatan strata kedua, dalam meng21tasi 
masalah kesehatan masyarakat tertentu secara 
terint2grasi dan menyeluruh di suatu wilayah kerja ; 

cl. hahwil sr.hul11 111qiln c l , ~ nfFHl r r.rtimhilngan rli rn ilk' w' 
pada l1uruf a, b dan c periu ditetapkan Pedoman 
Kebijakan Dasar Balai Kesehatan Masyarakat Dengan 
Keputusan Mentcri !<csehatan; 

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 · tentang 
l<csehatun (Lcmharan Ncgura Tahun 1.992 Nomor J.OO 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495); 

2. Undang-·unclung Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 
Nomor 125 Tambaha:: L.embaran Negara Nom)r 4437); 

3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Ta11un 2004 
Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 
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4. Peraturan Pemerintah Repub~ k Indon, sia Norror 25 
tahun 2000 tentang Kewenangc.n Pc lerint;.h dan 
Kewenangan Propinsi sebagai daer:.1 otonomi 
(Lembaran Neg<:~ra Tahun 2000 Nomor 5· Tambaha:-~ 
Lembaran Negara Nomor 3952); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 ta~·~m 200:. tentang 
Pedoman Organisasi Perangkat D<lerah (Lt·mbaran 
Negara Tahun 2003 Nomor 14 Tamt})han Le.·:1baran 
Negara Nomor 4262 ); 

6. Peraturan Presiden Presiden Norr.or 9 T<Jhun 2:05 
t8ntang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewen<mgc.q, 
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementeria1 
Negara Republik Indonesi<:~; 

7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 
556/Menkes/SK/VI/2002 tentang Perubahan Rumusan 
Kedudukan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan 
Departemen Kesehatan; 

8. Keputusan Menteri PendJyagunaan Aparatur Nega.·a 
Nomor 62/Kep/MenPAN/7 /2003 tentang Pedomar: 
Organisasi Unit PeiJksana Teknis di lingkungan 
Departemen Kesehatan dan Lembaga Pemerintah Non 
Departemen; 

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes 
/PER/XI/ 2005 tentung Organisasi dan Tata Kerja 
Departemen Kesehatan; 

MEMUTUSKAN : 

PEDOMAN KEBIJAKAN UASAR BALAI I<ESEHATAN 
MASYARAKAT 

Pedoman Kebijakan Dasar Balai Kesehatan Masyarakat 
(Balkesmas) dimaksud Diktum Kesatu sebagaimana terlampir 
dalam lampiran keputusan ini. 



Ketiga 

Keempat 
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Pedoman Kebijakan Dasar Balai Kes2hatar1 Masyarakat 
(Balkesmas) sebagaimana d!maksud Diktum k·~dua dc.lam 
lampiran keputusan ini rr,enjadi acuan bc:ti aparatur 
kesehatan unit utama di Departemen Keseha,an, Dinas 
Kesehatan Proplnsi dan Dinas Kesehatan Kabu·.aten/Kota 
dalam pembentukan, penatnan dan pengemb2r·1an Balai 
Kesehatan Masyarakat. 

Keputusan ini mulai berlaku s~jak tanggal ditetapkar ,, 

Ditetapkan di Jakarta 
Pada Tanggal 19 Juni 20~K 
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Lampi ran 
Keputusan Menteri Kesehatan 
Nomor : 42.5/MENKES/SK/VI/2006 
Tanggal: 19Juni2006 

KEBIJAKAN DASAR BALAI KESEHATAI~ r·t1A5YARAKAf 

I. PENDAHULUAN 

A. latar belakang 

Undang Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan meny 'butkan 

bahw.J sctiap or~ng mcmpunyai llak yang sama untuY; memperoleh ,'erajat 

kesehatan yang optimal. Pada dasarnya sehat merupakan hak asasi mai•Jsia. 

Setiap penduduk berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. S lnh 

satu Kewajiban pemerintah adalah menyedic.kan fasilitas dan pelayar:m 

kesehatan yang bermutu serta terjangkau . 

Dalarn Sistem Kesehatan Nasional, Subsistem Upaya Kesehatan terdiri dari 

Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan U1>aya Kesehatan Perorangan 

(UKP). Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan 

Perorangan (UKP) diselenggarakan secara berjenjang dari ~trata I,II dan III 

dengan pendekatan promotif, preventif, kurC~tif dan rehabilitatif secara 

menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan. 

Untuk mewujudkan kesehatan bagi semua, pemerintah telah menyediakan 

sJrana pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas yJng menyelenggarakan 

pelayanan kesehatan dasar di dalam dan luar ;Jedung di v.rilayah kerjanya. 

Rumail Sakit sebagai sarana pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan 

pelayanan kesehatan spesivlistik tetapi tidak mempunyai wilayah kerja. 

Uqtuk mengatasi berbagai masalah kesehatan masyarakat yang ditandai 

dr.ngan tingginya angka prevalensi dan angka insiden penyakit, atau angka 

prevalensi rendah tapi mempunyai dampa,k kesakitan dan kematian tinggi, 

dibutuhkan sarana pelayanan kesehatan mcsyarakat strata kedua yang 
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rnempunyai wilayall kerja. Sarana pelayanan kcsehatan masyarakat strata 

kedua ini disebut Balai Kesehatan Masyarakat (Balkesmas). 

Sesuai jenis masalah kesehatan masyarakat yang ditangani, pada saat ini 

telall terbentuk Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM), Balai Kesehatan 

Paru Masyarakat (BKPM), Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat (BKOM), 

Baiai l<esehatan Kerja Masyarakat (8KKM), Balai Kesehatan Jiwa Masyarakat 

(BIOtA). 

B. Tujur~n 

Kebijc1kan Dasar Balai Kesehatan Masyarakat ini disusun sebagai acuan bagi 

unit utama di Departemen Kesehatan, Dinas l<eschatan Propinsi dan Dinas 

Kesehatan Kabupaten/Kota dalam pembentul<an, penataan dan 

pengemiJangan Balal 1<esel1atan Mc1syara"Jl. 

C. Ruang lingkup 

Ruang lingkup Kebijakan Dasar Balai l<esehatan Masyarakat meliputi 

Konsep Dasar Balai Kesehatan Masyarakat, Pengorganisasian dan Hubungan 

l<erja, Upaya dan Penyelenggaraan serta Manajemen Balai Kesehatan 

rv,asyllrakat. 

D. Ruang lingkup 
I 

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran 

Negara Tahun 1992 Nomor 100 Tambahan Lembaran Negara Non1or 

34')5); 

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 te11tang Peme1·intahan Daer~h 

(Le!Tlbaran Negara Tahun 2004 Nornor 125 Tambahan Lembaran Negarv 

N01nor 4437); 

3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan KeGangan 

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahar, Daerah (Lembnran Negara 

T<lhun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 
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4. Per;;sturan Pemerintah Republik Indonesia NomN 25 tallun 2000 tentang 

Kewenangan Pemerintah dan Kewenanga:l l'ropinsi sebagai daerah 

otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nornor 54 Tarnbahan Lembaran 

Negara Nomor 3952); 

5. Pernturan Pemerintah Nornor 8 tahun 2003 tc~ntang Pedor,1an Organisasi 

Pe1·angkat Daerah . (Lembaran Negara Tahun 2003 Nom or 14 Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4262 ); 

6. Peraturan Presiden Presiden Nomor 9 Tahun 2005 L:~ntang Kedudukan, 

Tu()as, Fungsi, l<cwcnangiJn, Susuni..ln Org t~ nl sas l ciJn Tata Kerja 

Kementerian Neqara Republik Indonesia; 

7. Keputusan Menteri Kesehatar. Nomor 556/Menkes/SK/VI/2002 tentang 

Perubahan Rumusan Kedudukan Unit Pelaksana Tekni :~ di lingkungan 

Departemen Kesehatan; 

8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Nega:-a Nomor 

62/l<ep/MenPAN/7 /2003 tentang Pedoman Organisasi 'Jnit Pe\aksana 

Teknis eli lingkungan Departernen Kesehatan dan Lembl1ga Pemedntah 

Non Departemen; 

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/f\1enkes /PER/XI/ 2005 

tentang Organisasi dan Tata l<erja Depa1temcn l<esehatan; 

II. KONSEP· OASAR BALAI KESEHATAN MASYARAKAT 
I 

4. Pengertian 

Balal Kesehatan Masyarakat (Balkesmas) adalah Unit Pelaksana Teknls 

yang menyelenggarakan upaya kesehatan strata kedua, untuk mengatasi 

musalah kesehatan masyarakat tertentu secara terintegrasi dan menyeluruh 

di suntu wilayah kerja. 

l . Unit Pelaksana Teknis 

Unit Pelaksana Teknls (UPT) adalah satuan organisasi yang bersifat 

mandiri, yang rnelaksanakan tugas teknis operasional dan atau tugas 

L ·knls pc~n unj(.mg darl organlsasl induknya. 

·] 
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2. Upaya Kesehatan Strata Kedua 

Upaya kesehatan strata kedua adalah upay3 kesehatan tingkat lanjutan 

yang mendayagunakan ilmu pengetahua~ dan teknologi kesehatan 

spesialistik. 

3. Mqsalah kesehatan masyarakat tertentu 

Masalal1 kesehatan masyarakat tertentu adalah masalah kesehatan yang 

ditandai dengan insiden dan prevalensi yang tinggi, atau prevalensi 

rendah tapi mempunyai dampak kesakitan dan kematian tinggi. 

Tertentu artinya satu jenis masalah kesehatan masyarakat. 

4. Wilayah kerja 

Wiluya!1 kerja Balai Kesehatan Masyarakat dapat meliputi satu wilayJh 

Kabupaten/Kota, Provinsi atau sesuai c1engan kcvvenangan yang 

ditetapkan oleh organisasi induknya. 

a. Visi 

Terwujudnya masyarakat sehat dalam mendukung tercapainya Indonesia 

58hat. Setiap Balai Kesehatan lvJasyarakat da~at menetapkan visi masing­

masing sesuai cengan kondisi dan kebutuhan serta visi organisasi 

induknya. 

C. Misi 

Untuk mencapai visi tersebut Balai Kesehatan Masyarakat rnempunyai misi 

s~IJogi'.l . bcrikut : 

1. Menggerakkan pembangunan berwawasan kE:sehatan di wilayah kerjanya 

Balai Kesehatan Masyarakat menggerakkan pembangunan yang 

dilakukan oleh sektor lain di wilayah kerjanya, agar pembangunan 

tersebut tidak menimbulkan dampak negatif terhadJp masalah kesehatan 

masyarakat tertentu. 

2. Mendorong kemandirian hidup sehat bagi keluarga dan masyarakat di 

wilayah kerjanya 

6alai Kesehatan Masyarakat selalu berupaya agar setiap keluarga dan 

masyarakat di wilayah kerjanya, secara mandiri mampu mencegah dan 
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rnengatasi masalah kesehatan tertentu di masyarakat sesuai 

kemampuannya. 

3. Meningkatkan mutu, pemerataan dan keterjangl<.auan pelayanan 

kesehatan masyarakat 

Balai Kesehatan Masyarakat dalam menyelenggarakan pelayanan . . 
kesehatan strata kedua sesuai bidangnya, selalu berupaya memenuhi 

standar, ·memuaskan masyarakat serta mengupayakan pemerataan dan 

keterjangkauan pelayanan dengan menerapkan teknologi tepat guna. 

4. Mengernbangkan jejaring kemitraan dan koordinasi dengan 

, institusi terkait . 

Balai l<cschatan Masyarakat sclulu bcrupuyi'l mcngcmbangkan jejarlng 

kemitraan dan koordinasi dengan institusi terkait dalam mengatasi 

masalah kesehatan di masyarakat. 

D. Tujuan: 

Tujuan Balai Kesehatan Ma.syarakat adalah meningkatkan status kesehatan 

masya:c1kat melalui penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat strata 

kedua sesuai bidangnya kepada masyarakat di wilayah kerjanya. 

E. Tugas Pokok dan Fungsi 

1. Tugas Pokok 

Balai l<esehatan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian 

fungsi dari organisasi induknya, m~lalui penyelenggaraan upaya 

kesehatan strata kedua untuk rnengatasi masalah kesehatan 

masyarakat tertentu di wilayah kerjanya. 

2. Fungsi 

Balai Kesehatan MasyarakC1t mempunyai fungsi: 

a. lv1emberdayakan masyarakat untuk mampu mencegah dan mengatasi 

masalah kesehatan masyarakat tertentu. 

b. ~1embantu o!'ganisasi induknya mernberikan bimbingan teknis kepada 

sEJrana pelayanan kesehatan secara berjenjang sesuai bidangnya. 

·5 
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c. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan strata kedua sesuai 

oidangnya. 

d. l'vlengembangk~m jejarlng kemltraan dan koordinasl ::lengan lnstitusi 

terkait dalam mengatasl masalah kesehatan masyaral :at tertentu. 

e. Menyelenggarakan penelltlan dan pelatil1an. teknls masalah kese-hatan 

sesuai bidangnya. 

III. PENGORGANISASIAN DAN HUBUNGAN KERJA 

A. Kedudukan dan Wilayah Kerja 

Kedudt.Jkan dan wilayah kerja Balai Keseh3tan Masyarakat dilakukan 

berdasarkan besaran masalah kesehatan rnasyarakat, kemampuan daerah 

(tersedianya sumber daya dan potensi daerah ) serta kepemil ikannya, yaitu 

1. Balai Kesehatan Masyar3kat sebagai UPT Departemen Kesehatan 

Balai Kesehatan Masyarakat berada di bawah dan bertanggung jawab 

kep11da Departemen Kesehatan, yang mempunyai wilayah kerja sesuai 

kewenangan yang ditetapkan oleh Departemen Kesehatan. 

2. Baldi Kesehatan Masyarokat sebagai UPT Dinc:s Kesehatan Provinsi 

Balai Kesehatan Masyarakat berada di bawah dan bertanggung jawab 

kepada Dinas Kesehatan Provinsi, yang merr~punyai wilayah kerja sesuai 

kewenangan yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Propinsi. 

3. Balai Kesehatan Masyarakat sebagai UPT Dinas Kesehatan 

Kabupaten/Kota. 

Balai Kesehatan Masyarakat berada di bawah dan be1tanggung jawab 

kepada Dinas Kesehatan kabupaten/Kota, yang mempunyai wilayah kerja 

sesuai kewenangan yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan 

Katupaten/Kota. 
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Struktur organisasi Balai Kesehatan Masyarakat dibentuk oleh organisasi 

incuknya berdasarkan ketentuan yang berlaku, besaran masalah 

ke<iehatan rnasyarakat, kemampuan daerah · (tersedianya sumber day a 

dan potensi daerah) serta kedudukannya. Penetapan struktur organisasi 

UPT Pusat ditentukan oleh tvlenteri Kesehatan dengan persetujuan 

Menteri P2ndayagunaan Aparatur Negara. Sedangkan struktur organisasi 

UPT Daerah penetapannya oleh Gubernur atau Bupati/Walikota melalui 

pcrsetujuan DPRD dalam bentuk Peraturan Duerah. 

Struktur organisasi Balai Kesehatan MasyaraKat minimal terdiri dari 

Kepala, Unit Tata Usaha, Seksi dan Jabatan Fungsional. 

2. l<rileria personalia 

Kriteria personalia yang mengisi struktur organisasi Balai Kesehatan 

Masyarakat disesuaikan dengan tugas dan tanggungjawab masing­

maslng organisasi di BCilai KGsehatan Masyarakat. Khusus untuk Kepala 

Balai l<esehatan fvlasyarukat dipersyarCJlkan scorang dol<ter atau paska 

sarjana di bidang l<esehatan masyarakat. Sedangkan ur!tuk 

kualifikasi tenaga fungsional disesuaikan den9an tugas pokok dan fungsi 

masing masing jenis Balai Kesehatan Masyarakat. 

J. Esclonisasi 

Es(~ lonisasi struktur organisasi dan personalia rnenqacu kepada : 

a. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No 

nt./KEP/M.P/\N/7 / 2003 ten tang pcclomi..rl orgJnl!:iasl UPT ell 

lingkungan Departemen dan Lembaga Pem'2rintah Non nepartemen 

b. Pt~ rJtura n Pernerintal1 no 8 Tahun 2003 .lc-:ntang Pedoman Organisasi 

!)erangkat Daerah. 
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1. U( Ia I 1<cset1atan Masyarakat sebagal Unit Pdaksana Teknls Departemen 

l<esehatan 

BC'IIai ·Kesehatan Masyarakat sebagai unit pelaksana teknis Departemen 

l<es.ehatan, dengan demikian secara teknis dan administratif 

bertanggungjawab kepada Departemen Kesehatan. Sebaliknya 

Departemen Kesehatan bertanggungjawab membina dan memberi 

dukungan teknis serta administratif kepada B31ai Kesehatan Masyarakat . 

Hubungan kerja dengan unit pelayanan kesehatan lainnya : 

a. Jaringan pelayanan kesehatan strata ketiga 

Balai Kesehatan Masyarakat menjalin kerjasama dan koordinasi 

der.gan sarana pelayanan kesehatan strata ketiga milik pemerintah 

maupun swasta, term3suk diantaranya mel::1kukan koordinasi dengan 

Oinas Kesehatan Provinsi. 

b. Jaringan pr=layanan kesehatzn strata kedua 

Balai Kesehatan Masynrakat menjalin kerjasama dan koordinasi 

dengan sarana pelayanan kesehatan strata kedua rnilik pemerintah 

maupun swasla, termasuk diantaranya melakukan koordinasi dengan 

Dinas Kesehatan kabupaten /Kota. 

c. Jaringan pelayanan kesehatan strata pertama 

Balai Kesehatan Masyarakat membantu Dinas Kesehatan Provinsi dan 

Dinas 1<2sehatan Kabupaten/Kota untuk melaksanakan bimbingan 

tehnis kepada sarana pelayanan kesehatan strata pertama milik 

pernerinl:ah maupun swasta. 

d. Jaringan pelayanan kesehatan rujukan 

3alal Kesehatan Masyarakat menjalin kerjasama dengan berbagai 

sarana pelayanan kesehatar. rujul<an baik milik pemerintah maupun 

swasta. 

e. Lirrtas sektor dan organisasi masyarakat 

Untuk mendapatkan hasil serta menjamin terselenggaranya berbagai 

upaya secara optimal rnaka Balar l<eseha~a n Masyarakat 

8 
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berkoordinasi dengan lintas sektor dan organisc:Jsi masyarakat: di 

wilayah kerjanya. 

2. Balai Kesehatan Masyarakat seoagai u·nit Pelaksana Teknis Dinas 

Kesehatan Provinsi 

Balai Kesehatan Masyarakat sebagai unit· pelaksana teknis Dinas 

Kesehatan Provinsi, dengan demikian secara teknis dan administratif 

bertanggungjawab kepada Dinas Kesehatan Provinsi. Sebaliknya Dinas 

Kesehatan Provinsi bertanggungjawab membina dan memberi dukungan 

teknis serta administratif kepada Balai Kesehatan Masyarakat. 

Hubungan kerja dengan unit pelayanan kesehatan lainnya : 

a. .Jaringan pelayanan kesehatan strata keduC'l 

Balai Kesehatan Masyarakat menjalin kerjasama . dan koordinasi 

dengan sarana pelayanan kesehatan str3ta kedua rT'ilik pemerintah 

maupun swasta, termasuk diantaranya rr:elakukan ko')rdinasi dengan 

Dinas Kesehatan Provlnsi. 

b. Jaringan pelayanan kesehatan strata perta;-na 

Balai Kesehatan Masyarakat membantu Dinas Kesehatan Provinsi dan 

Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk melaksanakan bimbingan 

l:ehnis kepada sarana pelayanan kesehatan strata pertama milik 

pemerintah maupun swasta. 

c. Jaringan pelayanan kesehatan rujukan 

Balai Kesehatan ~1asyarakat menjalin kerjasama dengan berbagai 

sarana pelayanan kesehatan rujukan baik milik perT'erintah maupun 

.:.wasta. 

d. Lintas scktor dan organisasi masyarakat . 

Untuk rnendapatkan hasil serta menjamitl terselenggaranya berbagai 

upaya secara optimal maka , Balai Kesehatan Masyarakat 

berkoordinasi dengan lintas sektor dan organisasi masyarakat di 

wilayah kerjanya. 

3. Balai Kesehatan Masyarakat sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas 

Kesehatan Kabupaten/Kota 

9 
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Balai l<esehatan Masyarakat sebagai unit pelaksana teknis Dinas 

Kesehatan Kabupaten/Kota, dengan demikian secara teknis dan 

administratif bertanggungjawab kepC!da Dinas Kesehatan 

l<abupaten/Kota. Sebaliknya Dinas Kesehatan l<abupaten/Kota 

bertanggungjawab memblna dan membP.ri. dukungan teknls serta 

administratif kepada Balai Kesehatan MasyarcJkat. 

Hubungan kerja dengan unit pelayanan kesehatan lainnya : 

a. Jaringan pelayanan kesehatan strata kedua 

Balai Kesehatan Masyarakat menjalin kerjasama dan koordinasi 

dengan sarana pelayanan kesehatan strata kedua milik pemerintah 

maupun swasta, termasuk diar.taranya mclakukan koordinasi dengan 

Dir.as Kesehatan Kabupaten/!<ota . 

b. Jaringan pelayanan kesehatan strata pertama 

t3alai Kesehatan Masyarakat membantu Dinas Kesehatan 

Kabupaten/Kota untuk melaksanakan birnbingan tehnis kepada sarana 

pelayanan kesehatan strata pertama milik pemerintah mauoun 

swasta. 

c. Jaringan pelayanan kesehatan rujukan 

Balai Kesehatan Masyarakat menjalin kerjasama dengan berb.agai 

sarana pelayanan kesehatan . rujukan ba:k milik pemerintah maupun 

swasta. 

d. Llntas sektor dan organisasi masyarakat . 

Untuk mendapatkan hasil serta menjamin terseleng£aranya berbagai 

upaya secara optimal maka Balai Kesehatan Masyarakat 

berkoordinasi dengan lintas sektor dan organisasi masyarakat di 

wilayah kerjanya. 

IV. UPAYA DAN AZAS PENYELENGGARAAN 

A. UPAYA 

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, upaya Balai Kesehatar. Masyarakat 

meliputi : 
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1. Mernberikan pelayanan l<esehaton strata kedua untuk mengatasi 

masalah kesehatan masyarakat tertentu di wilayah ker.~onya mulai dari 

prornotif, prE:.ventif, kuratif dan rehabilitatif. 

Baloi Kesehatan Masyarakat sebagai sarana pelayanan 1-'.esehatan strata 

kedua memberikan pelayanan medis s11esialistik u1tuk mengatasi 

,nasalah kesehatan masyarakat teitentu. 

2. Me1nberikan bimbingan teknis ke sarana pelayanan kesehJtan strata yang 

lebih rendah. 

13alai Kesehatan Masyarakat mernbantu Dinas Kesehatan untuk 

mcl\:lksanakun blrnblngan tclmls kcpadu sarJnLI pelayunan kesehatc:ln 

strata yang lebih rendah baik pemerintah maupun swasta. 

Bimbingan ~eknis yang diselenggarakan baik dalam bidang medis dan 

ke~ehatan .nasyarakat sesuai dengan pcrkembangar. Iptek untuk 

meningkatkan pengetahuan dan keterarnpilnn petugas kesehatan pada 

strata yang lebih rendah. Contonnya melakukan pelatihan, konsultasi, 

rujukan, peningkatan kualitas tenaga dan lfan-lain 

3. Mengcmbangkan jejaring kemitraan dan koordinasi dengan institusi 

terkait. 

Sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan, maka Balai 

Kesehatan Masyarakat perlu melaksanakan koordinasl untuk memadukan 

potensi sumberdaya deng2n berbagal institusl , terkait dalarn dan luar 

negeri melalui jejaring kemitraan, sesuai ketent~an yang berlaku. 

4. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat & keluarga 

Upaya pemberdayaan masyarakat dan keluarga disesuaikan dengan 

jenis pelayanan yang diberikan oleh Balai Kesehatan Masyarakat di 

bawah kCJordinasl Departemen Kesehatan atau Dinas Kesehatan Prov:nsi 

atau Kabupaten/Kota, agar masyarakat marnpu mencegah dan menga':asi 

111c. sa lah kescnalan masyurakul . 

5. PeiJtih?ln teknis clan penelitian 

Pelal:ihan di bidang kesehatan masyarakat tertentu, dilakukan untuk 

meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan tenaga kesehatan sesuai 

bidc:1ngnya, guna peningkatan mutu pelayanan kesehatan masyarakat. 
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Pcnelitian yang dilakukan di Balai Kesehatan IVlasyarakat bertujuan untuk 

mengembangkan program dalam rangka mengatasi masalah kesehatan 

rnasyarakat dan kebijakan di bidang kesehatan . 

H. AZAS PENYELENGGARAAN 

Dalam menyelenggarakan berbagai upaya di Balai l<esehatan Masyarakat 

menert~pkan azas penyelenggaraan sebagai berikut : 

1. Wilavah kerja 

Baldi Kesehatan Masyarakat mempunyoi tanggungjawab untuk 

meningkatkan derajat kesehatan masyarakat pada bidang tertentu yang 

bertempat tinggal di wilaye1h kerjanya. Oleh i<arenanya upaya kesehatan 

dilaksanakan oleh ·salai Kesehatan Masyarak2t dilaksanal<an tidak hanya 

di dalam geuung akan tetapi juga di luar gedung. 

2. Pemberdaya:~n masyarakat 

Dalam meiCiksanakan berbagai upaya pelayanan kesehi1tan, Balai 

Ke:jehatan t'-lasyarakat harus memberdayaka'l perorangan, keluarga dan 

masyarakat agar berperan aktif dalam setiap upaya yang dilakukan. 

3. Keterpadua11 

Dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan strata kedua dalam bidang 

kesE:hatan tertentu di wilayah kerja, Balal Kesehatan Masyarakat harus 

mclakukan kerjasama dan koorcinasi dengan berbagai se~rana pelayanan 

kesehatan, instansi terkait, swasta den lembaga swadaya masyarakat, 
I 

c:c hing~t=~ terjadi keselarasan clan keterr.acluan dalam pelayanan 

kesehatan. 

4. Rujukan 

·. 

SebJgai sarana pelayanan kesehatan strata kedua, maka Balai Kesehatan 

Masyarakat menerima rujukan timbal balik dari sarana pelayanan 

kesehatan lainnya baik pemerintah maupun s·Nasta. 
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V. MANAJEMEN DAN SUMBER DAYA 

A. Manajemen 

Sebagai unit organisasi, Balai l<esehatan Masyarakat melaksanakan fungsi 

rnanajemen yang meliputi Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengendalian, 

Pengawasan dan Pertanggungjawaban. Semua funysi manajemen tersebut 

dilal<sanakan secara terkait dan berkesinambungan. 

l. Pe1·encanaan 

Perencanaan adalah proses penyusunan rencana yang meliputi 

perencanaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana untuk 

mengatasi masalah kesehatcm masyarakat sesuai bidangnya ell wllayah 

kerjanya. 

Proses penyusunan perencanaan ini sesuJi jadwal perencanaan dari 

organisa.:>i induknya (Departemen 1<esehat0:1, Dinas l<esehatan Provinsi 

atau Dinas l<esehatan l<ab/l<ota ) 

2. Pelaksanaan dan Pengendalian 

Pelaksanaan dan pengendalian adalah proses penyelenggaraan dan 

pemantauan serta peni!CJian terhadap penyelenggaraan rencana Balai 

l<esehatan Masyarakat meliputi pengorganisasian, penyelenggaraan, 

pemantauan serta penilaian. 

a. Pengorganisasian dilakukan untuk menentukan para pelaksana dan 

penanggungjawab setiap kegiatan cl c11am rangka menggalang 

kerjasama dan koordinasi. 

b. Penyelenggaraan merupakan proses p·21aksanaan kegiatan oleh 

penanggungjawab kegiatan sesuai dengan rencana dan jadwal yang 

telah ditetapkan. 

c. Pemantauan dilakukan secara internal dan eksternal dalam kurun 

waktu tertentu (bulanan atau triwulan) untuk menelaah 

penyelenggaraan kegiatan dan hasil yang telah dicapai. 

d. Penilaian dilakukan pada setiap akhir tahun untuk menilai 

keberhasilan dan kinerja Balkesmas , sesuai indikator yang telah 

ditetapkan sesuai dengan tugas pokok, fur.gsi dan target yang 
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ditetapknn, meliputi perencanaan kegiJtan, pendidikan/pelatihan, 

penyuluhan dan cakupan pelayanan. 

Untuk mengetahui keberhasilan dan kinerja Balai Keseha~an :vlasyarakat 

tersebJt diperlukan indikator tingkat kinerja sesuai dengan fungsi dan tugas 

pokok. · 

3. Pengawasan pertanggungjawaban 

Pengawasan dilaksanakan baik secara internal maupun eksternal sesuai 

dengan peraturan yang berlaku. Pengawasan dan pertanggungjawaban 

adalah proses kesesuaian penyelenggaraan dan pencapaian tujuan 

Balkesmas terhadap rencana tahunan dan peraturan perundang-undangan 

serta berbagal kewajlban yang berlcku. 

a. Pengawasan dilaksanak.an secara internal maupun eksternal sesuai 

clengan peraturan yang berlaku, mencc1kup aspek administratif, keuangan 

clan tehnis pelayanan. Pengawasan dilakukan melalui supervisi, 

bimbingan teknis, pemantauanjmonitoring, peflilaian jevaluasi, baik oleh 

pimpinan unit, Kepala BJikesmas ataupun organisasi induknya. 

b. Pertanggungjawaban dibuat dalam bentuk laporan pertanggungjawaban 

tahunan oleh Kepala Balkesmas mellputi pelaksanaan kegiatan serta 

perolehan dan penggunaan berbagai sumberdaya termasuk keuangan 

dan disampaikan kepada organisasi incluknya sesuai kedudukan ,. 
Balkesmas sebagai UPT Pusat ata·u Dinas Kesehatan Provinsi at()U Dinas 

Kes8hatan Kabupaten/Kota. 

5. Sistem Informasi Kesehatan 

a. Sistem Informasi Balai Kesehatan Masyarakat merupakan bagian dari 

c-islr.m informasi kcschatun orgunisasi indukny<L 

b. Pencatatan relaporan sesuai dengan kebutuhan untuk perencanaan 

maupun sebagai pertanggungjawaban. 
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Standar tenaga yang harus ada di Balai l<esehatan Masyarakat 

a. tenaga teknis medis yaitu dokter spesialis dan dokter umum yang telah 

mcngikuti pelatihan sesuai bidangnya, tenaga perawat, tenaga 

ketP.knisan medis, tenaga kesehatan masyarakal. 

b. tenaga administrasi kesehatan, yang mengacu pada kebutuhan 

administrasi umum dan keuangan serta memfasilitasi kegiatan pelayanan. 

2. Surana dan prasarana 

Sarana dan prasarana yang harus ada di Balal Kesehatan Masyarakat 

a. Gedung 

b. Peralatan !lledis dan non medis 

c. Obat-obatan 

d. Sarana penunjang lainnya. 

3. Pembiayaan 

Untuk menunjang operasional pelaksanaan kegiatan di Balai Kesehatan 

Masyarakat memerlukan pembiayaun. 

Sumber pembiayaan Balai Kesehatan Masyarakat berasal dari : 

a. Pemerintah 

Anggaran pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota 

sesuai dengan kedudukan dan wilayah kerjar,ya· dalam bentuk APBN, dan 

APBD. 

b. Retribusi 

Salah sc:1tu sumber pembiayaan Balai l<esehatan Mas·rarakat adaiah 

retribusi pelayanan, yang ditetapkan mela'ui Perda oleh Pemerintah 

Daerah setempat. 

c. Surnber lain 

Sun1l>cr lainnyu yang dupat mcmb~rikan dukungun dalam 

penyelenggaraan Balai Kesehatan Masyarakat. 

Kebutuhan tenaga, sarana dan prasarana sert::1 pembiayaJn disesuaikan 

clengan jenis balai yang disusun tersendiri dalam pedoman teknis 

masing masing jenis balai. 

I 5 



,. . . 
• • • 
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Dengan disusunnya Kebijakan Dasar Balai Kesehatan Masyarakat ini, pada 

h~kekatnya merupakan dasar bagi Departemen Kesehatan, Dinas Kesehatan 

Provir.si' atau Dinas Kabupaten/Kota dalam pembentukan, penataan dan 

pengembangan Balal Kesehat8n Masyarakat sesu.al dengan kondlsl, sltuasl dan 

permasalahan kesehatan di daerah masing-masing. 

Untuk dapat diterapkannya kebijakan baru ini diperlukan dukungan yang 

mantap dari berbagai pihak, baik dukungan politis, peraturan perundang­

undangan, maupun sumberdaya t•2rmasuk pembiay~annya. 

Oemikian pula halnya dalam hal teknis diperlukan berbagai standar dan 

pedoman untuk penerapannya sesuai masing masing jenis Balai Kesehatan 

~'lasya1·akat. Keberhasilan penerapan kebijakan ini sangat ditentukan oleh 

semangat, ketekunan dan pengabdian para penyelenggaranya. 

J. · • 

. '.t , .. 

. . .. ... / 
, I 
' ' • \ 

'' ' 
' ' . 

MENTERI KESEHATAN, 

. 4~~ 
/ -

' I ; '• · l ·.,. 
... , 

· Dr~ ··dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP (K) 

16 


